LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO. 9 2006 SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG

PT. TIRTA GEMAH RIPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan dan keberhasilan pelaksanaannya di
Provinsi Jawa Barat, perlu mengintegrasikan
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penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air
secara terpadu untuk peningkatan pelayanan
umum;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk
Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat, maka
Pengembangan, Pengusahaan dan Pemanfaatan
prasarana Sumber Daya Air yang ditujukan bagi
kesejahteraan rakyat dapat dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan
Daerah dan/atau Perseroan Terbatas;

bahwa Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud
pada huruf b di atas, telah didirikan dengan nama
PT. Tirta Gemah Ripah sesuai dengan Akta
Pendirian Nomor 17 tanggal 21 Pebruari 2003 dan
Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 14 Oktober
2005 dari Kantor Notaris Meidward Nainggolan, SH
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman dan HAM tanggal 22 Mei 2003 dengan
Keputusan Nomor C.11282.HT.01.01;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b
dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat tentang PT. Tirta Gemah
Ripah.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
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10.

11.

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4490);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan
Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10
Tahun 2001 tentang Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PT. TIRTA GEMAH
RIPAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah  Gubernur dan
Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
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